BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang

Mengingat :

1.

2,

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati
mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah, memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten kepada masyarakat;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor T2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);
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. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926 );

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten
Nomor 58);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021
Nomor 10);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun
2022 Nomor 6);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar berupa Laporan Keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran,;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Mo N0 oW
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatanl ....civiiiiiiisnerssnsesesrsansmmnns Rp 1.749.900.121.587,55
b. Belanja dan Transfer .........c.cc.......... Rp 1.724.039.755.268.,00
Surplus/Defisit .....cocevvviiininiineinennnn. Rp 25.860.366.319,55
c. Pembiayaan
- Penerimaan ........ccccecevvviveuiinnnnnnn.. Rp 36.103.024.333,75
- Pengeluaran ..........ccoeevvvveeivnennnnnns Rp 1.000.000.000,00
Pembiayaan NetO: ..o wusuosvsivsisiniainss Rp 35.103.024.333,75
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 sebagai berikut:
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp156.355.083.512,45 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah

PErubahan ..........coeeeveeveeeennnn, Rp 1.906.255.205.100,00
b. ReAliSaSI .....eceveeeeeeeeeneeineeeeeai Rp 1.749.900.121.587.55
Selisih lebih/(kurang)................. Rp 156.355.083.512,45

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp217.318.474.166,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja dan transfer setelah

perubahan ............ccocoveeeveenenin., Rp 1.941.358.229.434,00
D. REASAST c.vvvvveeeveereeereesesesses) Rp 1.749.900.121.587,55
Selisih lebih/(kurang) ................. Rp 217.318.474.166,00
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3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp60.963.390.653,30 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran surplus/defisit setelah

perubahan ........c.cceeevvevvneiininnnns Rp 35.103.024.333,75
B RealSas] suvuvisasmansssisssnnimis Rp 25.860.366.319,55
Selisih lebih /(kurang) .................. Rp 60.963.390.653,30

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembaiayaan setelah

PETUDANED «....evereererrsrseeereann. Rp  36.103.024.333,75
b, REAHSASI ....cevveverrrersrereeeeeeerersnnns Rp  36.103.024.333.75
Selisih lebih/(kurang) ................ Rp 0,00

S. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan ....................... Rp 1.000.000.000,00
B IREBHBOIST . woouiivivvinsasssvimesinien gidiaise Rp 1.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)................... Rp 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto setelah

perubahan .........cccceeeveeniiiinininnnnn. Rp 35.103.024.333,75
b. Realisas] ....conivaminmsiiin i Rp 35.103.024.333,75
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022
sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal. Rp  36.103.024.333,75

b. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan .. (Rp 36.103.024.333,75)

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

ADZEALOIY o ovovimanvinses svsssssisiT5a8sinmabn sonnne Rp 60.963.390.653,30

d. Koreksi Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp 0,00)

e. Saldo Anggaran Lebih AKhir ................ Rp 60.963.390.653,30
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31
Desember 2022 sebagai berikut:

a.Jumlah ASet ...o.vuvieeiiiiin e, Rp 3.142.382.104.576,40

b. Jumlah Kewajiban ..........cccccoevvuevnnnnnns Rp 19.636.651.129,01

C. Jumlah ERUItas .....coveveivnenenininiinnnnnnnn, Rp 3.122.745.453.447,39
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
hurufd per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan ...........ccccceuuvnenenn.. Rp 1.373.153.105.285,61
b.Jamlah BeBaIY i.o.scomiuis s ssssvavivesie Rp 1.351.663.380.554,57
c. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan

Non: Operasional ..., vecmsesiiesios (Rp 1.633.054.036,00)
d. Surplus/Defisit = LO .....c.evvvviivnennnnnnn. Rp 19.856.670.695,04
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Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022 ..... Rp 36.103.024.333,75
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi ........... Rp 183.003.161.025,55
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi ......... (Rp 158.142.794.706,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan ...... Rp 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris ....... Rp 0,00
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 .Rp 60.963.390.653,30

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf f per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal .....cveviiiiiiiiirien e Rp 3.123.952.104.960,05
b, Surplus/Defisit — LO .o Rp 19.856.670.695,04
¢. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar .............cccceevennnn (Rp 21.063.322.207,70)
d. Ekuitas AKhIr ....oovviiiiiiiiiiiiiiieanennn, Rp 3.122.745.453.447,39
Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat
(1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Lampiran 1.2 Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Lampiran L3 Rincian Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

¢c. Lampiran Il Laporan Operasional;

d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V Neraca;

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;

g. Lampiran  VII Catatan Atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran  VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

j. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;
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k. Lampiran XI Daftar  Penyertaan  Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;
l.  Lampiran  XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran  XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan,;

0. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran  XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran  XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran  XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX Daftar Sub  Kegiatan vyang belum
diselesaikan sampai akhir tahun anggaran
dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan

t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri
atas:

Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan
Laba/Rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 19 Septepvbey 2023 M
2Rabivl Awal 1445 4

JP_]’. BUPATI ACEH BESAR,@

-
-

MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho @ L
pada tanggal (9 {eptember 2023 M

% Rabiv( Anal 1445 H

KABUPATEN ACEH BESAR

{ SEKRETARIS DAERAH J

SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH: 1/15/2023




